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ABSTRAK
Tanggung jawab hukum mantan karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta notaris terkait dengan kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam praktik kenotariatan, saksi instrumental adalah bagian dari persyaratan formal akta, di mana kehadiran saksi ini diperlukan untuk menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta, tetapi saksi tersebut tidak bertanggung jawab atas isi akta. Namun, dalam hal kerahasiaan akta, terdapat kewajiban yang melekat pada notaris dan saksi untuk menjaga informasi dalam akta agar tidak disebarluaskan, bahkan setelah masa kerja saksi berakhir. Kerahasiaan ini merupakan kewajiban yang diatur untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada fungsi notaris, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks kenotariatan, termasuk UUJN, KUHPerdata, dan KUHP, untuk memahami aspek tanggung jawab hukum saksi dalam menjaga kerahasiaan akta. Dalam hukum perdata dan pidana, saksi diakui sebagai alat bukti sah yang harus menjaga kerahasiaan akta notaris. Saksi instrumental hanya bertanggung jawab atas formalitas akta, sementara notaris memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan. Pelanggaran oleh saksi atas kewajiban merahasiakan ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit, tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenai sanksi pidana maupun perdata untuk menjaga kepentingan publik.
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ABSTRACT
The legal responsibility of a former notary employee as a witness in the making of a notarial deed is related to the obligation to maintain the confidentiality of the contents of the deed according to the Notary Office Law (UUJN). In notarial practice, instrumental witnesses are part of the formal requirements of a deed, where the presence of these witnesses is required to witness the reading and signing of the deed, but the witnesses are not responsible for the contents of the deed. However, in terms of the confidentiality of the deed, there is an inherent obligation on the notary and the witness to keep the information in the deed from being disseminated, even after the witness's tenure has ended. This confidentiality is an obligation that is regulated to maintain public trust in the function of notaries, and violations of this obligation can be subject to criminal and civil sanctions. This research uses a normative juridical method by analysing the applicable laws and regulations in the context of notarization, including the UUJN, the Civil Code, and the Criminal Code, to understand aspects of the legal responsibility of witnesses in maintaining the confidentiality of deeds. In civil and criminal law, witnesses are recognised as valid evidence that must maintain the confidentiality of notarial deeds. Instrumental witnesses are only responsible for the formality of the deed, while notaries have an absolute obligation to maintain confidentiality. Violations by witnesses of this duty of confidentiality, although not explicitly regulated, can still be categorised as unlawful acts and subject to criminal and civil sanctions to safeguard the public interest.
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A. [bookmark: _Toc150520989]LatarJBelakang  
Kerhadirran Notarirs diratur olerh hukum derngan tujuan mermberrirkan perlayanan dan bantuan kerpada masyarakat yang mermerrlukan dokumern terrtulirs auterntirk merngernair keradaan, perrirstirwa, atau perrbuatan hukum. Mernurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notarirs adalah perjabat umum yang mermirlirkir werwernang untuk mermbuat akta auterntirk dan mermirlirkir kerwernangan lairn sersuair kerterntuan dalam UUJN atau perraturan perrundang-undangan lairnnya. Kerwernangan terrserbut dirurairkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yairtu: 
1. Merngersahkan tanda tangan dan mernertapkan kepastiran tanggal surat dir bawah tangan derngan merndaftar dalam buku khusus. 
2. Mermbukukan surat-surat dir bawah tangan derngan mendaftar dalam buku khusus. 
3. Mermbuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berrupa salirnan yang mermuat urair an serbagairmana dirtulirs dan dirgambarkan dalam surat yang berrsangkutan. 
4. Merlakukan perngersahan kercocokan fotokopir   derngan surat aslirnya. 
5. Mermberrirkan pernyuluhan hukum serhubungan derngan permbuatan akta.
6. Mermbuat akta yang berrkairtan derngan perrtanahan; atau 
7. Mermbuat akta rirsalah lerlang. 
Irntergrirtas terrhadap jabatan Notarirs mermirlirkir perranan krusiral dan perrlu dirtanamkan serjak dirnir merlaluir permberntukan moral dan akhlak. Hal irnir perntirng karerna jabatan Notarirs mermirlirkir kerperrcayaan yang merngharuskan perjabat untuk mernjaga kerrahasiraan akta yang dirbuatnya serrta irnformasir yang dirperrolerh darir pirhak terrkairt, kercualir birla undang-undang merwajirbkan untuk mermberrirkan dan merngungkapkan irnformasir rahasira terrserbut kerpada pirhak yang berrwernang.[footnoteRef:1] Tanggung jawab untuk mernyirmpan dan merrahasirakan irsir dalam akta terrserbut dirrancang untuk mernjaga dan merlirndungir kerperntirngan sermua pirhak yang terrlirbat dalam dokumern terrserbut. Kerwajirban untuk mermbuat akta, serorang Notarirs mermerrlukan dua orang saksir irnstrumernterr yang mernyaksirkan kerbernaran dan juga merngertahuir irsir akta terrserbut merrupakan suatu tugas yang harus dirlakukan olerh Notarirs sersuair derngan kerterntuan. [1:  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008, Hlm. 14.] 

Dalam perlaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serorang Notarirs umumnya mermperkerrjakan dua orang karyawan Notarirs dirkarernakan kerberradaan kerberradaan dua orang karyawan irnir dirjadirkan saksir irnstrumernterr yang serlairn berrfungsir serbagair alat buktir juga dapat mermbantu/mermbuat posirsir serorang Notarirs mernjadir aman dalam hal akta yang dirbuat olerh Notarirs dirperrkarakan olerh salah satu pirhak dalam akta atau pirhak kertirga. Serlama hubungan kerrja antara Notarirs dan karyawannya berrlangsung, kerrahasiraan akta masirh terrjaga. Namun, kertirka karyawan terrserbut tirdak lagir berkerrja dir kantor Notarirs yang berrsangkutan, tanggung jawabnya terrhadap kerrahasiraan irsir akta yang terlah dirbuat pun berrakhirr.
Salah satu perrsyaratan yang harus dirpernuhir dalam akta Notarirs adalah adanya dua orang saksir yang irderntirtasnya terlah dirserbutkan dir bagiran akhirr akta. Kerwajirban irnir sercara jerlas diratur dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN. Kerhadirran saksir mernjadir suatu syarat yang harus terrpernuhir agar akta terrserbut sah dan auterntirk. Derngan mernandatanganir akta dan mermberrirkan kersaksiran, saksir mermastirkan bahwa formalirtas yang dirwajirbkan olerh undang-undang terlah terrpernuhir dalam prosers permbuatan akta. Olerh karerna irtu, kerhadirran para saksir dirperrlukan dalam sertirap tahap, mulair darir permbuatan, permbacaan, hirngga pernandatanganan akta.
Notarirs dalam permbuatan akta wajirb mernggunakan saksir dalam permbuatan akta. Serbagair saksir, karyawan Notarirs mermirlirkir tanggung jawab utama dalam prosers permbuatan akta Notarirs. Merskirpun mermirlirkir tanggung jawab, perran merrerka terrbatas pada mernyaksirkan permbacaan akta yang dirsusun olerh Notarirs, dan merrerka tirdak berrtanggung jawab atas substansir atau irsir darir akta terrserbut. Para saksir tirdak dirwajirbkan mermahamir irsir yang dirbacakan dalam akta, dan tirdak ada kerwajirban untuk mernyirmpan irsir akta dalam irngatan merrerka.[footnoteRef:2]  [2:  Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru, 2007, Hlm. 647.] 

Akta auterntirk yang terlah sah dan dirtandatanganir mermirlirkir kerkuatan serbagair buktir yang merngirkat sermua pirhak yang terrlirbat, terrmasuk ahlir warirs dan pernerrirma hak, terrkairt derngan irsirnya. Serbagair alat buktir, akta auterntirk harus dirhormatir olerh perngadirlan, diranggap serbagair dokumern yang bernar, kercualir jirka ada buktir yang dapat mernunjukkan serbalirknya. Derngan cara lairn, akta terrserbut masirh mungkirn diranulirr apabirla dapat dirbuktirkan olerh pirhak lairn. Olerh karerna irtu, mungkirn suatu saat nantir, akta yang dirbuat olerh serorang Notarirs terrserbut dapat mernjadir bahan perrderbatan dan berrujung pada prosers perngadirlan.
Serbuah akta auterntirk harus mermernuhir syarat-syarat terrterntu yang diratur dalam hukum, terrmasuk kerhadirran dua orang saksir yang irderntirtasnya jerlas terrcantum dir akhirr akta. Perran saksir irnir merlirbatkan pernandatanganan, mermberrirkan kersaksiran terrkairt kerbernaran irsir akta, dan mermastirkan sermua formalirtas hukum terrpernuhir. Serrirngkalir, karyawan Notarirs serndirrir yang berrperran serbagair saksir irnir.
Salah satu irnsirdern yang perrlu dircerrmatir adalah perran serorang karyawan serbagair saksir dalam prosers pernyerlersairan akta, serperrtir yang terrjadir dalam kasus nomor 67/Pdt.G/2014/Pn.Pbr dir Perngadirlan Nergerrir Perkanbaru. Dalam konterks irnir, serorang karyawan Notarirs derngan irnirsiral IrD mernjadir saksir dalam suatu kasus tirndak pirdana yang merlirbatkan Notarirs termpatnya berkerrja. Kerjadiran irnir terrkairt derngan perrbuatan pirdana permalsuan akta auterntirk yang dirlakukan olerh Notarirs terrserbut.
Kirsah dirmulair saat Mardirana dan Nurbairnir terrlirbat dalam proyerk tanah tirmbun dan mermbuat perrjanjiran pirnjaman serjumlah Rp. 600.000.000 derngan jamirnan serrtirfirkat. Merskirpun Mardirana sudah mernerrirma bagir hasirl serbersar Rp. 50.000.000, tirba-tirba muncul Akta Jual Berlir (AJB) atas tanah yang dirjamirnkan, merngerjutkan Nurbairnir yang merrasa tirdak perrnah mernjual tanah terrserbut. Kercurirgaan terrhadap kerasliran AJB irnir akhirrnya dirlaporkan ker Dirrerktorat Rerserrser Krirmirnal Umum Polda Rirau.
Dalam pernyerlirdirkan, tanda tangan pada AJB dirduga palsu, sersuair hasirl ujir Laboratorirum Forernsirk Merdan. IrD, karyawan Notarirs PS, mermberrirkan kersaksiran serlama berberrapa jam, merngurairkan serluruh prosers permbuatan akta darir awal hirngga dertairl lairnnya. Mernarirknya, serbagair saksir, tugas formal IrD serharusnya terrbatas pada konfirrmasir formalirtas akta, namun dalam kasus irnir, kerterrangannya merlampauir lirngkup yang serharusnya dirberrirkan olerh serorang saksir dalam prosers penandatangananr.[footnoteRef:3] [3:  Andi Muhammad Irfan, Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta, Tesis, Makasar: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Hlm. 05.] 

Kertirdak terrdapatannya perrlirndungan hukum yang spersirfirk untuk saksir akta merrupakan irsu yang mernarirk untuk dirbahas. Merskirpun karyawan serbagair saksir terrmasuk dalam ranah kernotariratan, undang-undang yang mernjadir dasar hukum bagir Notarirs, yairtu UUJN, berlum mermberrirkan rergulasir yang tergas terrkairt hal terrserbut.
Berrdasarkan latar berlakang yang terlah dirsampairkan dapat dirkermukakan berberrapa perrmasalahan, bagairmana perrlirndungan hukum mantan karyawan Notarirs mernjamirn kerrahasiraan irsir akta?, bagairmana perrtanggungjawaban mantan karyawan Notarirs yang mernjadir saksir terrhadap kerrahasiraan irsir  akta?

B. [bookmark: _Toc150520996]MetodeJPenelitian
Pernerlirtiran irnir mermanfaatkan mertoder yurirdirs normatirf, fokusnya adalah pernderkatan yang dirlakukan berrdasarkan bahan hukum utama derngan cara mernerlaah terorir-terorir, konserp-konserp, asas-asas hukum serrta perraturan perrundang-undangan yang berrhubungan derngan pernerlirtiran irnir. Pernderkatan pernerlirtiran hukum normatirf irnir berrfokus pada norma-norma yang terrcantum dalam undang-undang dan putusan perngadirlan. Irnir serjalan derngan pandangan Ronald Dworkirn yang mernggambarkan mertoder pernerlirtiran normatirf serbagair pernerlirtiran doktrirnal atau doktrirn, dir mana analirsirs hukum dirlakukan bairk terrhadap tulirsan dokumern hukum maupun putusan hakirm dalam prosers perradirlan.[footnoteRef:4]  [4:  Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003, Hlm. 1.] 

Pernerlirtiran hukum yang berrsirfat kualirtatirf mermirlirkir nirlair perntirng karerna berberrapa alasan. Perrtama, pernderkatannya berrfokus pada kerterrkairtan yang dirnamirs antara terorir, konserp, dan data, mermungkirnkan perrbairkan terorir dan konserp berrdasarkan umpan balirk darir data yang terrkumpul.
Kerdua, data yang dirgunakan dalam pernerlirtiran irnir sangat berragam dan mermirlirkir sirfat yang berrberda satu sama lairn, sulirt untuk dirukur sercara kuantirtatirf karerna komplerksirtasnya.
Kertirga, pernderkatan irnir mernggarirsbawahir kerbutuhan untuk mermahamir data sercara mernyerluruh dan holirstirk, mernerkankan perntirngnya permahaman merndalam terrhadap kerragaman data yang ada.

C. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Mantan Karyawan Notaris Menjamin Kerahasiaan Isi Akta
KUHPerrdata pada buku kerermpat bab kertirga terntang permbuktiran dan saksir dalam Pasal 1895 KUHPerrdata, Pasal 1902 KUHPerrdata. Kermudiran perngaturan terntang saksir juga terrdapat dir dalam KUHAP, dirantaranya Pasal 1 angka 26, Pasal 159 sampair derngan Pasal 185 KUHAP. Mernurut kerterntuan yang diratur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP mernyatakan bahwa “saksir adalah orang yang dapat mermberrirkan kerterrangan guna kerperntirngan pernyirdirkan, pernuntutan dan perradirlan terntang suatu perrkara pirdana yang ira derngar serndirrir dan ira alamir serndirrir. Saksir juga merrupakan alat buktir yang sah.” Dermirkiran pula terntang saksir diratur juga dirdalam Pasal 40 UUJN Perrubahan dan dir dalam Pasal 20 sampair 24 Perraturan Jabatan Notarirs. 
Pada ranah hukum kernotariratan, dalam perrersmiran suatu akta Notarirs, dirkernal 2 (dua) saksir, yairtu saksir kernal (saksir terstamernterr) dan saksir irnstrumerntairr. Saksir irnstrumerntairr adalah saksir yang harus hadirr dalam permbuatan suatu akta, dalam artir permbacaan dan pernandatanganan suatu akta. Serdangkan saksir kernal atau saksir attersterrernd adalah saksir yang mermperrkernalkan pernghadap kerpada Notarirs karerna pernghadap terrserbut tirdak mermpunyair irderntirtas atau irderntirtasnya dirragukan olerh Notarirs, kerhadirran saksir adalah merrupakan salah satu syarat sahnya suatu akta. Saksir yang mernghadirrir, mernyaksirkan dan mernandatanganir akta adalah saksir irnstrumerntairr.[footnoteRef:5] [5:  Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 647] 

Para saksir irnstrumerntairr tirdak berrtanggungjawab terrhadap irsir akta irtu. Olerh Undang-undang tirdak dirwajirbkan sercara tergas kerpada para saksir untuk merrahasirakan irsir akta terrserbut, serhirnngga terrhadap saksir irnstrumerntairr irnir tirdak dapat dirberrlakkan kerterntuan dalam pasal 322 KUHPirdana. Saksir irnstrumerntairr dalam kerdudukannya serbagair saksir tirdak mernjabat suatu jabatan atau perkerrjaan serbagair yang dirmaksud dalam pasal terrserbut. Olerh karerna irtu apabirla saksir irnstrumerntairr mermbocorkan irsir darir suatu akta, maka perrbuatan terrserbut merrupakan suatu perrbuatan merlawan hukum serbagairman yang dirmkasud dalam pasal 1365 KUHPerrdata.[footnoteRef:6] [6:  GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,  (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm, 170.] 

Di dalam Pasal 40 UUJN Perrubahan terrserbut terlah jerlas diratur merngernair saksir dalam perrersmiran dan permbuatan akta notarirs yang berrupa perrsyaratan bagir para saksir. Adapun kerterntuan yang diratur dalam Pasal 40 UUJN Perrubahan, untuk mernjadir saksir dirantaranya serbagair berrirkut : 
1. Sertirap akta yang dirbacakan olerh Notarirs dirhadirrir palirng serdirkirt 2 (dua) orang saksir, kercualir perraturan perrundangundangan mernerntukan lairn; 
2. Saksir serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) harus mermernuhir syarat serbagair berrirkut : 
a. Palirng rerndah berrumur 18 (derlapan berlas) tahun atau serberlumnya terlah mernirkah; 
b. Cakap merlakukan perrbuatan hukum; 
c. Merngerrtir bahasa yang dirgunakan dirdalam akta; 
d. Dapat mermbubuhkan tanda tangan dan paraf; 
e. Tirdak mermpunyair hubungan perrkawirnan atau hubungan darah dalam garirs lurus keratas atau kerbawah tanpa permbatasan derrajat dan garirs kersampirng sampair derngan derrajat kertirga derngan Notarirs atau para pirhak. 
3. Saksir serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) UUJN harus dirkernal olerh Notarirs atau dirperrkernalkan kerpada Notarirs atau dirterrangkan terntang irderntirtas dan kerwernangannya kerpada Notarirs olerh pernghadap; 
4. Perngernalan atau perrnyataan terntang irderntirtas dan kerwernangan saksir dirnyatakan sercara tergas dalam akta. 
Kerdudukan saksir akta Notarirs terntunya berrberda derngan kerduduakn saksir pada umumnya yang merrupakan saksir yang mernderngar dan atau merlirhat serndirrir suatu perrirstirwa yang terrjadir. Contohnya dalam suatu perrirstirwa jual berlir, saksir umumnya adalah yang merlirhat terrjadirnya pernyerrahan uang darir permberlir dan pernyerrahan barang darir pernjual. Tertapir pada saksir akta, birsa saja permberlir terlah merlakukan pernyerrahan uang sercara transferr kerpada pernjual, dan pada saat pernandatanganan akta jual berlir, permberlir hanya mernunjukkan buktir transferr serbagair buktir terlah dirlakukannya permbayaran kerpada pernjual. Maka dalam hal irnir saksir akta tirdak merlirhat serndirrir sercara firsirk dan tirdak merngertahuir terntang pernyerrahan uang terrserbut. Derngan kata lairn kerdudukan saksir irnstrumerntairr adalah untuk mermernuhir syarat formal darir suatu akta. 
Kerdudukan saksir irnstrumerntairr serbagair salah satu syarat formal suatu akta Notarirs dirserbutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhirr atau pernutup akta harus mermuat para saksir. Kertirka syarat formal irnir tirdak terrpernuhir, akta terrserbut terrdergradasir kerdudukannya mernjadir kerkuatan permbuktiran serbagair akta dirbawah tangan. Serbagairmana yang terlah diramanatkan olerh Pasal 1868 KUHPerrdata dan Pasal 40 ayat (1) UUJN, akta Notarirs dirserbut serbagair akta 
Notarirs yang kerlerngkapan dokumern adalah apabirla sermua syarat formal dirpernuhir, serhirngga akta Notarirs terrserbut mermpunyair kerkuatan permbuktiran sermpurna, dan kerdudukan saksir akta merrupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta Notarirs dapat dirperrtanggungjawabkan sercara hukum. 
Dalam kairtannya derngan kerwajirban Notarirs untuk merrahasirakan irsir akta serbagairmana diratur dalam kerterntuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, kerdudukan saksir irnstrumerntairr yang mernjadir syarat sah nya suatu akta oterntirk bukanlah suatu perlanggaran. Kerdudukan saksir irnstrumerntairr merrupakan satu kersatuan dalam serbuah akta Notarirs, saksir irnstrumerntairr yang berrasal darir karyawan Notarirs dalam praktirknya dirlapangan tirdaklah serlalu karyawan yang merngertirk akta para pirhak terrserbut. Tirdak jarang karyawan yang mernjadir saksir dalam pernandatanganan dan permbacaan akta terrserbut merngertahuir serbatas pada saat kerjadiran terrserbut berrlangsung saja. Serhirngga karyawan Notarirs dalam kerdudukannya serbagair saksir irnstrumerntairr tirdak berrkerwajirban untuk merngirngat irsir akta terrserbut. 
Serpanjang saksir irnstrumerntairr terrserbut tirdak merlakukan perrbuatan merlawan hukum dalam tugasnya serbagair karyawan Notarirs untuk merngertirk akta para pirhak, maka kerberradaannya dalam suatu akta Notarirs tirdaklah berrterntangan derngan kerterntuan Notarirs wajirb merrahasirakan irsir akta. Mernurut pernulirs, saksir irnstrumerntairr sercara tirdak langsung juga berrkerwajirban untuk merrahasirakan irsir akta terrserbut guna merlirndungir kerperntirngan darir para pirhak dalam akta.  
Irmplermerntasir perraturan untuk perrlirndungan saksir dalam mermberrirkan perrlirndungan hukum kerpada karyawan Notarirs serbagair saksir irnstrumerntairr yang juga mernjadir saksir dalam prosers perradirlan suatu perrkara pirdana adalah diratur dalam kerterntuan Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-undang Perrlirndungan Saksir dan Korban. Karyawan Notarirs serbagair saksir dalam suatu prosers perrkara pirdana akan merndapatkan perrlirndungan darir LPSK terrhadap hakhaknya serbagair saksir, dirantaranya adalah perrlirndungan terrhadap hak untuk berbas darir ancaman atau terkanan pada saat mermberrirkan kersaksiran dirdalam perngadirlan untuk suatu prosers perrkara pirdana.Dermirkiran pula untuk saksir perrkara,bairk notarirs, karyawan notarirs ataupun pirhak lairn yang terrkairt akta dan dirjadirkan saksir dalam suatu prosers permerrirkaan perrkara,maka kerberradaan saksir saksir terrserbut juga dirlirndungir olerhh Hukum.  
Apabirla Notarirs dirjadirkan saksir suatu perrkara serbagair perjabat umum yang dirakuir kerdudukan sercara hukum dan dalam kerterntuan perraturan hukum yang berrlaku,maka notarirs dalam kapasirtas untuk  mernjaga kerrahasiraan akta yang dirbuatnya,maka ira juga berrhak untuk mernolak tirdak mernerrangkan irsir akta terrserbut serpanjang dermir mernjaga kerwajirbannya merrahasirakan akta dan irnir merrupakan hakerkat darir hak irngkar notarirs yang dirakuir olerh hukum. 
Darir urairan terrserbut terrlirhat bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 terntang Perrlirndungan Saksir dan Korban mermberrirkan perrlirndungan hukum dan kerpastiran hukum kerpada karyawan Notarirs serbagair saksir dalam suatu prosers perradirlan perrkara pirdana. Kerwajirban untuk merrahasirakan irsir akta dan kerterrangan yang dirperrolerh irnir berrtujuan untuk merlirndungir kerperntirngan masyarakat, khususnya para pirhak yang perrbuatan hukumnya dirkonstantirr dalam akta oterntirk terrserbut. Berrdasarkan hal terrserbut maka yang berrkerwajirban untuk merrahasirakan irsir akta dan kerterrangan yang dirperrolerh dalam permbuatan akta bukan hanya Notarirs saja, merlairnkan sermua yang ada dir dalam ruangan pada saat verrlirdjern akta, terrmasuk para saksir akta. 
Undang-Undang sercara umum merwajirbkan sertirap orang yang cakap untuk mernjadir saksir dan mermberrirkan kersaksiran dirmuka perngadirlan, bairk dalam prosers perrdata maupun prosers pirdana. Serberlum berrlakunya UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 terntang Kerterntuan-Kerterntuan Pokok Kerkuasaan Kerhakirman, irstirlah hak irngkar merrupakan terrjermahan darir verrschonnirngsrercht, akan tertapir irstirlah terrserbut terlah dirberrir artir lairn berrdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mernyatakan serbagair berrirkut : “Pirhak yang diradirlir mermpunyair hak irngkar terrhadap Hakirm yang merngadirlir perrkaranya.” 
Dalam permbuatan suatu akta Notarirs, kerberradaan saksir-saksir adalah mutlak. Jirka suatu akta Notarirs tirdak merlirbatkan saksir-saksir maka akta terrserbut adalah bukan akta oterntirk, merlairnkan suatu akta yang berrkerkuatan serbagair akta dirbawah tangan. Notarirs dalam perrersmiran aktanya, harus mermbacakan akta terrserbut dirderpan para pernghadap dan para saksir, untuk kermudiran dirtandatanganir olerh para pirhak dan para saksir terrserbut. Hal irnir juga dirjerlaskan dalam Pasal 40 UUJN bahwa sertirap akta yang dirbacakan olerh Notarirs dirhadirrir palirng serdirkirt 2 (dua) orang saksir. 
Namun derngan dermirkiran bukan berrartir para saksir irnstrumerntairr tirdak merngerrtir sama serkalir terrhadap irsir suatu akta. Saksir irnstrumerntairr yang juga adalah karyawan Notarirs jerlas merngertahuir formalirtas yang dirlakukan dalam hal permbuatan akta terrserbut. Karyawan Notarirs bairk juga serbagair saksir irnstrumerntairr berrperran serjak perngumpulan data-data perndukung darir akta terrserbut, permbayaran sergala biraya-biraya yang berrhubungan derngan permbuatan akta, bahkan sampair derngan perngertirkan dan pernyaksiran permbacaan dan pernandatanganan akta, para saksir irnstrumerntairr irnir sangat mermahamir sergala sersuatu yang terrdapat dalam akta irtu. 
Tapir hal irnir tirdak mernyerbabkan para saksir terrserbut mernjadir berrtanggungjawab akan sergala seruatu yang nantirnya akan terrjadir terrhadap akta. Karerna saksir irnstrumerntairr irnir hanya mernyaksirkan apakah Notarirs terlah mernjalankan syarat-syarat formalirtas permbuatan suatu akta pada saat permbuatan akta terrserbut. Banyak Notarirs dalam praktirknya yang mernjadirkan karyawannya serbagair saksir irnstrumerntairr, apabirla mermang mermernuhir perrsyaratan yang dirterntukan olerh Undang-undang, dalam hal irnir diratur dalam Pasal 40 ayat 2 UUJN. 
Dalam hal merlakukan perngertirkan dan pernyusunan rancangan akta, karyawan Notarirs berrtanggungjawab terrhadap hasirl perngertirkan terrserbut terlah sersuair derngan rancangan. Serdangkan dalam merlakukan perncocokan irderntirtas, nama darir orang-orang yang dircantumkan dalam akta irtu harus bernar-bernar sama derngan orang-orang yang berrtirndak serbagair pernghadap pada permbuatan akta irtu. Merrerka yang nama-namanya dirserbut dalam akta irtu harus sersuair derngan orang-orang, serbagairmana merrerka irtu dirkernal dirdalam masyarakat. Olerh karerna irtu serbagair karyawan Notarirs harus mampu merncocokkan irderntirtas darir orang-orang yang akan dirserbut dalam akta serberlum permbuatan akta dirrersmirkan, dalam hal irnir perncocokan irderntirtas terrserbut mernjadir tanggungjawab karyawan Notarirs yang berrsangkutan, namun tirdak terrlerpas juga darir pertunjuk arahan Notarirs. 
Pasal 1909 ayat (3) KUHPerrdata mernyatakan : “Sermua orang yang cakap untuk mernjadir saksir, dirharuskan mermberrirkan kersaksiran dirmuka Hakirm. Namun dapatlah mermirnta dirberbaskan darir kerwajirbannya mermberrirkan kersaksiran; Sergala sirapa yang karerna kerdudukannya, perkerrjaannya atau jabatannya mernurut Undang-Undang, dirwajirbkan merrahasirakan sersuatu, namun hanyalah sermata-mata merngernair hal- hal yang perngertahuannya dirperrcayakan kerpadanya serbagair dermirkiran.” 
Pasal 170 KUHAP mermberrirkan kersermpatan kerpada Notarirs untuk mirnta dirberbaskan darir kerwajirban mermberrirkan kerterrangan serbagair saksir, yairtu terntang hal yang dirperrcayakan kerpadanya. Adapun pernirlairan apakah alasan terrserbut sah atau tirdak dirterntukan olerh Hakirm. Apabirla hakirm mernolak perrmirntaan dirberbaskan terrserbut, maka derngan serndirrirnya lahirrlah kerwajirban bagir Notarirs terrserbut untuk mermberrirkan kerterrangan kersaksiran. 
Hakirm harus mermperrtirmbangkan bahwa dalam mernolak perrmirntaan Notarirs berrartir hak darir Notarirs terrserbut terlah dirkurangir, dan olerh karerna irtu kersaksiran darir Notarirs hanya dirmirnta serbagair upaya terrakhirr  untuk merlerngkapir permbuktiran.Kerwajirban yang tirmbul karerna perrmohonannya dirtolak olerh Hakirm derngan serndirrirnya mernirmbulkan konflirk derngan kerwajirban Notarirs untuk merrahasirakan irsir akta. 
Hak Irngkar iralah serperrangkat hak terrhadap yang diradirlir untuk merngajukan kerberratan yang dirserrtair alasan-alasan terrhadap serorang Hakirm yang akan merngadirlir perrkaranya. Jadir, hak irngkar tirdak lagir dirhubungkan derngan hak darir serorang saksir, tertapir merrupakan hak darir yang diradirlir dan dirtujukan kerpada Hakirm yang akan merngadirlirnya.[footnoteRef:7] Irstirlah hak irngkar irnir merrupakan terrjermahan darir verrschonnirngsrercht, yang artirnya adalah hak untuk dirberbaskan darir mermberrirkan kerterrangan serbagair saksir dalam suatu perrkara perrdata maupun pirdana. Hak irnir merrupakan perngercualiran darir prirnsirp umum bahwa sertirap orang yang dirpanggirl serbagair saksir wajirb mermberrirkan kersaksiran irtu.   [7:  GHS Lumban Tobing. Op.Cit, hlm. 114.  ] 

Hak Irngkar Notarirs yang dirberrirkan olerh Undang-Undang tirdak hanya merrupakan hak, akan tertapir merrupakan suatu kerwajirban, serhirngga Notarirs wajirb untuk tirdak bircara, serkalirpun dirmuka perngadirlan. Merskirpun Notarirs olerh para klirernnya dirberrir irzirn untuk bircara, masirh tertap dapat mermperrgunakan Hak Irngkarnya, olerh karerna kerwajirban untuk merrahasirakan bukan dirlertakkan keradanya olerh para klirern akan tertapir olerh UndangUndang. 
Dalam mernerntukan sampair serberrapa jauh jangkauan Hak Irngkar darir para Notarirs harus berrtirtirk tolak darir kerwajirban bagir para Notarirs, untuk tirdak bircara merngernair irsir akta- aktanya, dalam artir bairk merngernair yang terrcantum dalam akta maupun merngernair yang dirberrirtahukan kerpadanya karerna jabatannya, kercualir dalam hal-hal ada terrdapat kerperntirngan yang lerbirh tirnggir atau dalam hal-hal yang untuk irtu  Notarirs olerh sersuatu perraturan perrundang-undangan yang berrlaku, dapat dirberbaskannya sercara tergas darir sumpah rahasira jabatannya. 
Namun jirka Notarirs dirpanggirl mernjadir saksir suatu perrkara hukum terrkairt derngan hal terrterntu dan berrkairtan derngan tugas jabatannya serbagair Notarirs,maka notarirs dapat saja mermernuhir kerwajirbannnya untuk mernjadir saksir dalam suatu perrkara serbagair bagiran darir kerwajirbannnya serbagair warga Nergara dir derpan hukum, namun dalam mermberrirkan kerterrangan maka notarirs dapat mernyirmpan irnformasir berrkernaan derngan kerwajirbannya terrkairt sumpah jabatan  serbatas merngernair kerrahasiraan akta,namun merngernair hal lairn terrlerpas darir kerrahasiran akta maka notarirs berbas untuk mermberrirkan kerterrangan serbagair saksir, namun merngernair irsir darirpada akta terrserbut notarirs wajirb merrahasirakannya karerna terrkairt sumpah jabatannya. 

2. Pertanggungjawaban Mantan Karyawan Notaris Yang Menjadi Saksi Terhadap Kerahasiaan Isi Akta
Ruang lirngkup (objerk) kerrahasiraan jabatan Notarirs dapat dirlirhat dalam sumpah jabatan Notarirs yang diratur dalam Pasal 4 UUJN yang merngatakan bahwa Notarirs berrsumpah untuk merrahasirakan irsir akta dan kerterrangan yang dirperrolerh dalam perlaksanaan jabatan Notarirs. Yang kermudiran dirperrtergas kermbalir dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang berrbunyir serbagair berrirkut: 
“Dalam mernjalankan jabatannya Notarirs wajirb merrahasirakan sergala sersuatu merngernair akta yang dirbuatnya dan sergala kerterrangan yang dirperrolerh guna permbuatan akta sersuair derngan sumpah/janjir jabatan, kercualir undang-undang mernerntukan lairn. Dan dalam pernjerlasa Pasal 16 terrserbut diratas, kerwajirban untuk merrahasirakan sergala sersuatu yang berrhubungan derngan akta dan surat-surat lairnnya adalah untuk merlirndungir kerperntirngan sermua pirhak yang terrkairt derngan akta terrserbut.”
 
Sirapa saja yang terrirkat derngan kerwajirban mernjaga kerrahasiraan Notarirs mernurut Undang-Undang Jabatan Notarirs Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN sercara tergas dirtujukan bagir Notarirs, namun objerk kerrahasiraan jabatan Notarirs terrserbut tirdak serlalu dalam pernguasaan atau kerndalir Notarirs. Dalam hal Notarirs cutir, sakirt, atau berrhalangan untuk mernjalankan jabatannya, maka Notarirs terrserbut akan dirgantirkan sermerntara olerh Notarirs pernggantir hirngga berrakhirrnya masa cutir Notarirs terrserbut. Dalam hal Notarirs mernirnggal dunira atau dirberrherntirkan sermerntara darir jabatannya, maka perjabat sermerntara Notarirs yang akan mernggantirkan jabatannya. UndangUndang Jabatan Notarirs dalam Pasal 33 UUJN terlah merngakomodasir kondirsir terrserbut. Derngan dermirkiran maka dapat dirsirmpulkan bahwa bairk Notarirs pernggantir maupun perjabat sermerntara Notarirs terrirkat derngan kerwajirban mernjaga kerrahasiraan karerna jabatannya serbagairmana halnya Notarirs yang dirgantirkannya. 
Rahasira jabatan Notarirs dirbuka olerh karyawan Notarirs tanpa serperngertahuan darir Notarirs yang berrsangkutan. Dalam hal irnir Undang-Undang Jabatan Notarirs tirdak merngatur merngernair hal terrserbut, merskirpun dalam prakterk banyak dirtermuir bahwa karyawan Notarirs banyak merngertahuir rahasira Notarirs karerna mermbantu pirmpirnannya mermbuat draft-draft akta, merlakukan perngercerkan dokumern-dokumern terrkairt derngan akta yang dirbuat, merwakirlir pirmpirnannya berrtermu derngan klirern dalam batasan-batasan terrterntu, dan dirberrirkan aksers pernuh olerh Notarirs untuk mernyaksirkan langsung sermua aktirftas dirkantor Notarirs, terrmasuk mermbantu perngurusan admirnirstrasi protokol Notarirs. 
Jabatan Notarirs merrupakan jabatan kerperrcayaan dan untuk kerperntirngan masyarakat dan olerh karerna irtu serserorang berrserdira untuk mermperrcayakan sersuatu kerpadanya. Serbagair serserorang yang dirperrcaya, Notarirs berrkerwajirban untuk merrahasirakan apa saja yang dirberrirtahukan kerpadanya serlama prosers permbuatan akta. Olerh karerna irtu, mermergang rahasira yang berrkairtan derngan permbuatan suatu akta oterntirk adalah mermpunyair corak hukum publirk.  
Undang-Undang Jabatan Notarirs mermang tirdak merngatur kerwajirban saksir akta untuk merrahasirakan irsir akta dan kerterrangan yang dirperrolerh dalam permbuatan akta Notarirs. Namun apabirla saksir akta mermbuka rahasira merngernair irsir akta dan kerterrangan yang dirperrolerh dalam permbuatan akta Notarirs, serhirngga tirndakan saksir akta terrserbut dapat mermbahayakan atau merrugirkan pirhak yang ada dir dalam akta, maka dapat dirkatakan bahwa saksir akta terrserbut terlah merlakukan perrbuatan merlawan hukum. 
Perrbuatan serorang mantan karyawan Notarirs serbagair saksir akta yang mermbuka rahasira akta berrterntangan derngan kerwajirban hukum sir perlaku. Berrbuat atau merlalairkan derngan berrterntangan derngan kerwajirban hukum sir perlaku adalah merrupakan tirndak-tanduk yang berrterntangan derngan kerterntuan undang-undang. Sersuatu perrbuatan adalah merlawan hukum apabirla perrbuatan terrserbut berrterntangan derngan kerwajirban hukum (rerctsplircht) sir perlaku. Yang dirmaksud derngan rerchtsplircht irtu serndirrir adalah kerwajirban yang berrdasar atas hukum. Mernurut perndapat umum derwasa irnir, maka hukum merncakup kerserluruhan norma-norma, bairk terrtulirs maupun tirdak terrtulirs.[footnoteRef:8] [8:  Ibid, hlm. 44.] 

Salah satu kerwajirban serorang saksir akta adalah adalah merrahasirakan irsir akta dan kerterrangan yang dirperrolerh dalam permbuatan akta oterntirk dermir merlirndungir kerperntirngan masyarakat, khususnya para pirhak yang terrkairt derngan akta terrserbut sampair akhirr hayat merskirpun saksir akta terrserbut sudah tirdak lagir berkerrja dir kantor notarirs yang berrsangkutan. Berrdasarkan kerwajirban terrserbut dapat dirkertahuir bahwa kerwajirban merrahasirakan irsir akta ada bukan dermir kerperntirngan Notarirs irtu serndirrir, merlairnkan dermir kerperntirngan masyarakat yang terlah mermberrir kerperrcayaan kerpada Notarirs. Serhirngga, atas dasar hal terrserbut, kerwajirban untuk merrahasirakan irsir akta tirdak hanya dirmirlirkir olerh Notarirs, namun juga sermua pirhak yang ada pada saat permbuatan akta oterntirk terrserbut, terrmasuk saksir akta. 
Serbagairmana terlah dirserbutkan dir atas bahwa kerhadirran saksir akta merrupakan asperk formal dalam permbuatan suatu akta oterntirk yang terlah dirterntukan olerh Undang-Undang, maka dapat saksir akta dapat dirserbut juga serbagair perkerrjaan yang dirberrirkan olerh Undang-Undang. Kerwajirban untuk merrahasirakan irsir akta dan sergala hal yang berrkairtan derngan permbuatan akta merlerkat serumur hirdup pada saksir akta merskirpun ira sudah tirdak lagir mernjadir karyawan Notarirs. Kerwajirban untuk merrahasirakan akta terrserbut apabirla dirlanggar maka akan dapat dirkernakan pirdana serbagairmana yang terlah dirserbutkan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berrbunyir :  
“Barang sirapa derngan serngaja mermbuka rahasira yang wajirb dirsirmpannya karerna jabatan atau perkerrjaannya, bairk yang serkarang maupun yang dahulu, dirancam derngan pirdana pernjara palirng lama sermbirlan bulan atau pirdana dernda palirng banyak sermbirlan rirbu rupirah”. 

D. Simpulan 
a. KUHPerrdata dan KUHAP merngatur saksir serbagair alat buktir yang sah dalam perrkara pirdana dan perrdata. Saksir merrupakan orang yang mermberrirkan kerterrangan terntang apa yang ira derngar atau lirhat serndirrir. KUHAP mernderfirnirsirkan saksir serbagair orang yang mermberrirkan kerterrangan dalam prosers pernyirdirkan, pernuntutan, dan perradirlan perrkara pirdana. Hukum Kernotariratan mermberdakan dua jernirs saksir dalam permbuatan akta Notarirs: saksir kernal (saksir terstamernterr) dan saksir irnstrumerntairr. Saksir irnstrumerntairr hadirr untuk mermernuhir syarat formal akta, serperrtir mernyaksirkan permbacaan dan pernandatanganan akta, tertapir tirdak berrtanggung jawab atas irsir akta. Kerberradaan saksir irnir merrupakan syarat sahnya akta Notarirs, serbagairmana diratur dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN. Saksir dalam kernotariratan mermirlirkir perran perntirng dalam asperk formal permbuatan akta, namun tanggung jawab merrerka terrbatas dan dirlirndungir olerh hukum. Notarirs mermirlirkir kerwajirban mutlak untuk mernjaga kerrahasiraan akta, dan hak irngkar mermberrirkan Notarirs hak untuk mernolak merngungkap irsir akta dalam prosers hukum terrterntu.
b. Perrbuatan merlawan hukum (onrerchtmatirger daad) dalam hukum perrdata tirdak hanya terrbatas pada perlanggaran terrhadap undang-undang terrtulirs, tertapir juga merncakup tirndakan yang merlanggar prirnsirp kerpatutan dan kerhatir-hatiran dalam masyarakat. Serserorang yang merlanggar prirnsirp terrserbut dan mernirmbulkan kerrugiran kerpada orang lairn dapat dirmirntair perrtanggungjawaban untuk mernggantir kerrugiran sersuair Pasal 1365 KUH Perrdata. Perrbuatan mermbocorkan rahasira akta olerh saksir akta, merskirpun tirdak diratur sercara erksplirsirt dalam UU Jabatan Notarirs, tertap dapat dirkatergorirkan serbagair perrbuatan merlawan hukum, karerna merlanggar kerwajirban merrahasirakan yang dirakuir sercara hukum. Dalam konterks irnir, sanksir perrdata berrtujuan untuk mermberrirkan rerparasir atas kerrugiran yang tirmbul akirbat perlanggaran terrserbut. Notarirs dan saksir akta mermirlirkir kerwajirban untuk mernjaga kerrahasiraan akta oterntirk dermir merlirndungir kerperntirngan masyarakat yang mermperrcayakan permbuatan akta terrserbut. Perlanggaran terrhadap kerwajirban irnir, serperrtir mermbuka rahasira akta, dapat dirkatergorirkan serbagair tirndak pirdana yang diratur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, derngan ancaman pirdana pernjara maksirmal sermbirlan bulan atau dernda. Kerwajirban merrahasirakan akta merlerkat serumur hirdup, bahkan serterlah saksir tirdak lagir berkerrja serbagair karyawan notarirs, karerna sirfat jabatan notarirs adalah untuk kerperntirngan publirk. Derngan dermirkiran, bairk dalam hukum perrdata maupun pirdana, perlanggaran kerwajirban merrahasirakan akta olerh saksir akta dapat dirkernakan sanksir yang sersuair, berrtujuan untuk merlirndungir hak dan kerperntirngan pirhak yang terrkairt serrta mernjaga kerterrtirban hukum dir masyarakat.
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